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ABETRAK

renyslenggerasn Femerintehsn di daerah yang didagarkan

pade a22s desentrelisasi, dekonsenirasi, dan asas tuzes
pemoantuan, memungkinkan pemerinteh dsersh (Kepala Doe-
rah dan Dewan Perwalkilen Hakvat Dasrah} pembuat Peratur
an Deerah, spekah i1tu dalam bidang otonomi dmersh ateu-
pun yeng berasal daril tugss pembentusn,

Dalzsm pembentuksn Peraturan Daersh, make dilihat dari
materi muatennys (isi} auatu peraturan desrah dapet me-
muat Keteniuan zankai mpakah itw ketentusn senkss oida-
na atasupun genksi administrssi.

Dengan pendekatsn sscara "yuridis-normatif" dileluken
inventarisaai terhsdap Peratursn Jaersh Fropinsi Jaeran
Tingkel I Sumetera Barst yang memuat HKetentuan Senksi,
maka terlihat bahea ; periods tahun 1930 sampei  tahun
1995 teleh dikelusrksan ssbanyak 79 Pers=turan Daerah,
darl Fersturan Jaerah mane sebanyalk 24 bush Peretizan
Daerah memuat kstentuan Sanksi, Dari klosifikasi Fere
aturan Daerah tersebut dapet divagi 2 (dus), yakni per-
dturan Daegrah yang mengatur tentang Pajsk Deerah  dap
Retribusi Leerah.

wengenalisis lebih lanjut Peraturen Dasrah Fropinsi
Dagrsh Tingkat I Sumaters Barat yang memust ketentuen
sanisi, dengan mengzunsksn ukuran 3 perumusan ketentu-
cn sanitsi, ferlihat behws ; perumusennys tidak ditem-—
patkan pede Degisn xetentuan sanksi dimoks®d (terutame
untuk ssnksi admipistrasi). Dalam menentukan jenis

dan beniuk sanksi pidans "reletif" cultup sinkron dengan
uturas yang digunskan. Demikian juga helnya dengan MENE
ikuti azas itidek bertentangen dengen psrsturan per—
undeng-undang yang lebih tingei tingkatannva,
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FPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Yasalsh,

fenyelengzarasn Pemerintahen di Ugerah, sebagoi-
mana distur delsm Undang-undanz Homor 5 Tahung 1974
memuat beberaps azas penyelengparaan pemerintahan di
deerah, yekni azes Desentralisssi, Dekonsenirasi  dan
Tugas Pembantuan,

Dalam pelaksansan ezes desentraliscsi semus urns
an pemerlatahen pade dasarnya menjadi wewenang can
tanggung jamab Daerah sepenchnya, Uelen hal ind DrE-
orsa sepenunnys diserabken kepada vaereh, baik yang
menyengkut penemtusn kebijakssnasn, Derencsnasn, pa-—
laksanaan, msupun yeng menyangkus gegl-segl pambisya-
ANNY&.

Oleh karens iiu semua urusen pemsrinishan dapat
disershkan kepads Deersh menurut azas desentrelisasi,
maka penyelenggerssn berbagal urussn pemerintohen di-
daereh dilakssnakan oleh verangket Pemerintah di dae-
rah berdagarkan szes dekonsentrasi. Dimena tanggung
Jawabnya terletalk peds Pemerintah Pusat, den dilakae-
naksn cleh perengkst pemeriniak pusat. Dalam hal- hel
Tertentu Pemerintah Pusat depst menyerahkan pelalas—
nasn urussn pads pemerintsh di deaersh melslui urugan
Tuges Pembantusn.

Pemerintan Deerah menurut konstruksi Undang-un-

dang Homer 5 tahum 1974 terdiri dari Xepela Dasrak &
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A, Peraturan Deerah yang Memunt Ketentuan Sanksi.

Pemuoaten ketentuan ssmkai, apakah itun ketentuan
ganksi pidaps, dan atau ganksi adminisiresi adelah me-
rupakan bagien dari meteri muatan (isi) dari Persturan
Daerah berssngkutaan. Hasil invesnisrisasil yang dilaku—
ken terhadap Perstursn Daerah Propinsi Dasrsh Yingkat
I Sumatera Jarat, yang memust ketentusn sanski dapat

dilihat deri tabel di bawah ini
"R BE Ll 5.1
Perds yang iwemuat Hetentuan Sznxsi

Tahun : Jumlah Perda : Yang Memust Het.Banksi

1990
1991

g bush

BE
iE

3 buz=h
o

14 buah bush

L Ll
(]

1892 3 12 buah : 5 Dbush
1993 B busn } 2 buan
TH9.- 4 19 buah $ 3 buah

bueh

a
g

1995 17 bush

(RS

Junlahs T9 buah : 24 bush

Sunber : Biro Hukum Setwilda Tingket I Sunstera
Sarat.

Dari tabel 5,1 di atas teriihat, terhitung dari
tahur 1590 sampai dengen fshun 1395, FPeraiuran Daaral
vang dikeiuarkan den ditetapkan sebanysk 79 buah. Dan

deri jumlah terssbut (79 buzsh) sebanyek 24 bush TFer-
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5. Dalam peruwnusan Ketentusn ssnksi, terutams
reteniuan sangal ndminiztrasi, adanya kecen-—
drungsn perunugan yang belum tgzaEs, hel mana
dikerena perumusannys tidak ditempatbsan dalam
vagman ketentusn sanksi. Yetapi untuk keten-
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E. Sersn-saran,

1, Terhadap persturan-pecaturan Deerah vane Qo-
muat ketantuan sanksi, hendeknys dalam DET -
runussnnys diupayakan untuk menvesusikan an—

Ttara ukuran yang digunskan dengan perumusan

s

kotentuan sentai dimckasd -

2+ Henpdaknya dimungkickan, untuk Jenis-jenis
peraiursn dasrzai tertenin (di lusr» Retribuszi
den Pajsk Daerah)--- juze memust ketentusn
genksi (administreszi den atau pidans}, hal
demikian juga dapst nenjadi tolebk ukur basi

daye laku dan atayw wvaliiites dari Peraturan
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